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ABSTRAK 

 

Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai perlindungan hukum 

pemegang sertipikat hak atas tanah yang timbul sertipikat ganda berdasarkan Putusan 

Nomor : 062/G/2014/PTUN.SMG.  Kasus "sertipikat ganda", menimbulkan sengketa 

antar para pihak. Guna membuktikan jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut 

diselesaikan melalui upaya litigasi. 

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 

adanya sertipikat ganda  dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap 

pemegang sertipikat hak atas tanah yang timbul sertipikat ganda pada Putusan Nomor 

: 062/G/2014/PTUN.SMG. 

Metode Pendeketan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis 

normatif. Spesifikasi penelitiannya yaitu kualitatif. Metode pengumpulan bahan 

hukum yang digunakan adalah melakukan studi pustaka (library research). Metode 

analisis data untuk penelitian ini dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer 

dan bahan sekunder lalu diverifikasi. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan adanya 

sertipikat ganda dalam kasus ini adalah adanya pemberian hak baru oleh Kantor 

Pertanahan Kota Semarang melalui program pemerintah PRONA yang dalam 

pelaksanaannya didapati adanya ketidaktelitian dan ketidakcermatan panitia 

Adjudikasi saat melakukan pemeriksaan di lapangan maupun pada saat pemeriksaan 

terhadap data-data dan dokumen yang diajukan oleh pemohon tanah sampai pada 

terbitnya sertipikat hak atas tanah. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat 

hak atas tanah berdasarkan Putusan Nomor : 62/G/2014/PTUN.SMG yaitu dilakukan 

dengan upaya non litigasi dan litigasi. Kantor Pertanahan Kota Semarang telah 

menempuh upaya non litigasi yang mana adalah mediasi. Namun tidak membuahkan 

hasil sehingga ditempuh melalui upaya litigasi. Melalui upaya litigasi yaitu dengan 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Setelah adanya 

putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, PTUN menetapkan salah satu 

sertipikat dinyatakan batal, maka dilakukan pembatalan sertipikat oleh Kantor 

Pertanahan Kota Semarang dengan adanya permohonan dari penggugat. 
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